
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: KEP-X-99/C/Chk.1/02/2024  

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMUM 

RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA  

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengusulan Rumah Sakit Umum 

Adhyaksa sebagai unit pelaksana teknis yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK-BLU) maka harus memenuhi salah satu 

persyaratan administratif yakni adanya Standar 

Pelayanan Minimum sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Standar 

Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Adhyaksa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6755); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502),  sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
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8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/ 

PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di 

Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 259); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 

tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1053); 

10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 

Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

416); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 586); 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/ 

SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah 

Sakit; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG STANDAR 

PELAYANAN MINIMUM RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA. 

 

KESATU : Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Adhyaksa 

merupakan dokumen standar pelayanan minimal mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib 

Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang berhak diperoleh setiap 

warga negara. 
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KEDUA  : Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Adhyaksa 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Februari 2024 

 

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN, 

 

 

 

Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO 
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